
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6417  HUKUM. Perlindungan. Penyidik. Penuntut Umum. 

Hakim. Petugas Pemasyarakatan. Tindak Pidana 
Terorisme (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 217 Tahun 2019) 
 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 77 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN  

PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN 

PETUGAS PEMASYARAKATAN 

 

I. UMUM 

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan 

sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan 

penanganan yang serius. Dalam melaksanakan pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, Pemerintah tidak hanya mengupayakan proses 

penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari 

Pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang 

dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip 

kehati-hatian. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dalam 

Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D telah mengatur mengenai 

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terencana, 

terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui Kesiapsiagaan 

Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. 

Kesiapsiagaan Nasional merupakan langkah pemerintah guna 

menciptakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak 
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Pidana Terorisme. Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, 

pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian 

Terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. 

Kontra Radikalisasi merupakan upaya untuk menghentikan 

penyebaran paham radikal Terorisme yang dilakukan terhadap orang atau 

kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme secara 

langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, 

atau kontra ideologi.  

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan atau 

mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah 

terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan 

narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham 

radikal Terorisme dapat kembali ke masyarakat.  

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara komprehensif 

dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, dalam arti Pencegahan 

Tindak Pidana Terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh 

kementerian/lembaga terkait, namun dapat melibatkan masyarakat, baik 

akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak swasta 

yang dikoordinasikan oleh BNPT.  

Dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana 

Terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif perlu difasilitasi dalam 

sistem informasi penanggulangan Terorisme. Sistem ini merupakan wadah 

pertukaran data dan informasi antarkementerian/ lembaga guna 

memudahkan proses koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya 

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. 

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai Pelindungan 

terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan 

beserta keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan 

hakim beserta keluarganya yang menangani perkara Tindak Pidana 

Terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, 

Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. 

Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 

tersebut, belum mengatur Pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan. 

Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparatur yang melakukan 

pembinaan terhadap narapidana Tindak Pidana Terorisme diamanatkan 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan Pelindungan 

dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku Tindak Pidana Terorisme 

atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.  

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar proses peradilan dan 

pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang 

membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan/atau harta penyidik, penuntut 

umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kelompok dan organisasi 

masyarakat” antara lain organisasi kepemudaan, organisasi 

keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat 

lainnya” antara lain penguatan ketahanan keluarga dan 

pemberdayaan usaha kecil menengah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Yang dimaksud dengan “aparatur” meliputi Aparatur Sipil Negara, 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

www.peraturan.go.id



No. 6417 

 

-5- 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” misalnya lembaga 

kajian Terorisme di perguruan tinggi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 
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Pasal 23 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “secara langsung” antara lain dilakukan 

melalui sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop. 

Yang dimaksud dengan “secara tidak langsung” antara lain 

dilakukan melalui buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, 

dan iklan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, 

tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mitra strategis, 

organisasi pelajar, dan organisasi kemahasiswaan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 
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Huruf j 

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai yang 

berkembang di masyarakat setempat yang tidak bertentangan 

dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Pasal 25 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penggalangan” adalah upaya untuk 

mengubah cara pandang dan sikap radikal Terorisme orang atau 

kelompok orang sesuai dengan yang diharapkan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “potensi” adalah kemampuan seseorang 

atau kelompok orang yang mempunyai kemungkinan untuk 

terjadinya radikal Terorisme melalui orang, barang, atau dana 

yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan radikal Terorisme. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

  Cukup jelas.   

 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “orang atau kelompok orang yang sudah 

terpapar paham radikal Terorisme” antara lain 

suami/istri/anak, keluarga, individu atau kelompok yang 

terlibat organisasi Terorisme di negara asing atau 

orang/kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris 

berdasarkan penetapan pengadilan. 

\Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain: 

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang dalam negeri; 

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang perindustrian; 

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang koperasi dan UMKM; 

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang badan usaha milik negara; 

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang ketenagakerjaan; 

f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang agama; 

g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pertahanan; dan/atau 

h. Tentara Nasional Indonesia. 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “pihak swasta” antara lain pelaku 

usaha, badan usaha, dan usaha mikro kecil menengah. 

 

Pasal 31 

Dalam ketentuan ini “tahapan” ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi dan penilaian, untuk menentukan yang bersangkutan 

akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, tetap, atau kembali ke 

tahap sebelumnya. 

 

Pasal 32 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “sesuai kebutuhan” adalah identifikasi 

dan penilaian lanjutan dilakukan dengan melihat perkembangan 

perubahan perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana. 

 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “data tersangka” antara lain 

identitas tersangka, identitas keluarga tersangka, dan/atau 

rekam jejak tersangka. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “klarifikasi” adalah menggali 

informasi dan mencocokkan data tersangka kepada 

kementerian/lembaga dan pihak lain terkait. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kartu pembinaan” adalah catatan yang 

memuat informasi dan perkembangan pelaksanaan 

Deradikalisasi. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
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Pasal 42 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial” adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk membaurkan atau mengenalkan 

kembali tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana 

dengan masyarakat, misalnya kunjungan masyarakat ke 

dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. 

 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Yang dimaksud dengan “fasilitas pembinaan terpadu lintas 

kementerian/lembaga” adalah sarana dan prasarana pembinaan 

terhadap narapidana yang dilaksanakan secara terpadu oleh 

kementerian/lembaga terkait. 
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Pasal 45 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” antara lain pertanian, 

peternakan, perikanan, otomotif, elektronik, usaha kecil 

menengah, dan pertukangan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c  

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “orang-orang yang tinggal serumah” 

adalah orang selain istri/suami/anak yang tinggal satu rumah 

dengan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas 

pemasyarakatan. 

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga lainnya” adalah orang 

yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau 

ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dengan 

penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62  

Cukup jelas. 
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Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sarana khusus” antara lain senjata 

api dan rompi anti peluru. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 
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Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 
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